ABSTRAK
BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya BUMN memiliki aset-aset yang
sebagiannya dikuasai negara atau merupakan milik negara, Aset-aset tersebut
khususnya aset tanah dapat dihapuskan apabila ada sengketa pertanahan BUMN.
Namun, aset BUMN yang sudah diputus oleh pengadilan yang bukan merupakan
milik BUMN harus dihapuskan terlebih dahulu dari daftar barang milik negara
karena merupakan aset yang dimiliki negara. Penulisan hukum ini dilakukan
dengan studi kepustakaan (library research) yaitu data dikumpulkan dari buku,
jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum. Dari penulisan
yang dilakukan, ditemukan bahwa penghapusan daftar barang milik negara
mengalami problema karena jangka waktu penelitian yang sangat lama dan tidak
diatur rigid di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan
terjadinya ketidakpastian hukum dalam eksekusi tanah tersebut. Jangka waktu
penghapusan barang milik negara harus disesuaikan supaya sejalan dengan amanat
Undang-Undang PTUN sehingga masyarakat yang berkonflik atas tanah yang
dikuasi oleh BUMN mendapatkan kepastian hukum setelah adanya putusan

pengadilan.
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